
1 
 

BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 89         2020                SERI : E 

 
PERATURAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR  89 TAHUN 2020 
Kep.382-Org/VI/2016       /iiii              - Org 

TENTANG 
 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA BEKASI 2020-2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu disusun Road Map 
Reformasi Birokrasi;  

 

                           b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota 
Bekasi 2020-2024.  

 

Mengingat       : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157);  

 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

 

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

 

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 
Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 
Nomor 2 Seri D). 

 
Memperhatikan :  Berita  Acara  Nomor 060/1313/SETDA-Org, tanggal 22 

Oktober 2020  tentang Hasil Rapat Penyusunan Road Map 
Reformasi Birokrasi Kota Bekasi 2020-2024. 
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MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN     WALI    KOTA     TENTANG    ROAD   MAP 
REFORMASI BIROKRASI KOTA BEKASI 2020-2024. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
   

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah unsur staf 
pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, 
koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi 
pendukung lainnya. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi. 
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kota Bekasi. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

10. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat 
tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar 
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar 
biasa. 

11. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi 
arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun 
waktu 2010-2025. 
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12. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand 
design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) 
tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu 
tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran 
pertahun yang jelas. 

13. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai 
yang mewakili pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi 
terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan 
nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

  
BAB II 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
 

Pasal 2 
 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bekasi 2020-2024 merupakan bentuk 
operasional dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun 
yaitu 2020-2024. 

 
(2) Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bekasi 2020-2024 digunakan sebagai 

acuan bagi : 
a. Perangkat Daerah yang disebut dalam Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024 untuk menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah; 

b. Seluruh Perangkat Daerah harus menyusun kegiatan dalam bentuk 
Rencana Aksi dan menjalankan kegiatan tersebut setiap tahunnya. 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bekasi 2020-2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 memuat : 
a. pendahuluan; 
b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi; 
c. analisis lingkungan strategis; 
d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; 
e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan 
f. penutup.  

(2) Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB III 
PENUTUP 

 

Pasal 4 
 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi 
Nomor 060/Kep.539-Org/XII/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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Pasal 5 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 14 Desember 2020                           

 

WALI KOTA BEKASI, 
 
Ttd/Cap 
 

RAHMAT EFFENDI 
 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 14 Desember 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,  
 
 
                           Ttd/Cap 
 
 
            RENY HENDRAWATI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 89 SERI E 
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